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BUPATI KAUR 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR l./0 TAHUN 2016 

TENT.AKO 

PENYULUHAN SOSIAL DILINOKUNGAN PEMERIKTAH KABUPATEN KAUR 
DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial ruin agar dapat tercipta kesepahaman, 
kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat, perlu 
dilakukan penyuluhan sosial dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kaur; 

b. bahwa agar pelaksanaan penyuluhan sosial dapat berjalan 
secara tertib, terarah dan tepadu, perlu adanya aturan yang 
mengatur mengenai penyuluhan sosial dilingkungan Petncrintah 

Kabupaten Kaur; 

c. pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Kaur tentang Penyuluhan Sosial dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kaur. 
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Pi;-ovinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupate.n Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur 
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republi)c 
Indonesia Nomor 4266}; 

3. UndangaUndang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Noor 
4967); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 l 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5235); 
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Menetapkan 

5 . Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Jndnesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomot 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeritah, Pemerinlah 
Daerah Provinsi, dan Pemcrintah Daerah Kabupaten/ Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 743); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 t~ntang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan F'ungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tabun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembara:n Negara Republi.k Indonesia Nomor 5121); 

8 . Peraturan Pcmcrintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelengaraan Kesejal1teraan Sosial {Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Tabun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Mi:skin Melahli 
Pendekatan Wilayah (Lemabaran Negara Republik lnd1:mesia 
Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Letnbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5449); 

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Penyuluhan Sosial; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 53) 
sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur 
(Lembaran Daerah Kabupaten KaurTahun 2012 Nqrnor 15'1). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYULUHAN SOSIAL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
L Daerah adalah Kabupaten Kaur. 
2. Pemerintah Daerab adalah Pemerintali JDaerah Kabupaten Kaur. 
3. Bupati adalah Bupati Kaur. 

SEK~EIARl4T D.lfAAH ~.ADJl',..-E.~ iV.UR 
BAG I AN HU l(UM 

PARt,~ 



c. kelompok; dan/ atau 
d . masyarakat 

(2) Penyelenggaraan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ di 
prioritaskan kepada mereka merniliki kriteria : 
a . penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan/ at.au 
b. potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 

(3) Selain penyelenggaraan pepyuluhan sosial kepada mereka yang memiliki 
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jug;1 dilakukan kepada pemangku 
kepentingan. 

Pasal6 

(1) Metode pnyuluhan sosial dapat dilakukan melalui 
a . individu; 
b . kelompok; dan 
c. masal. 

(2) Metode penyuluhan sosial dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara 
langsung atau tidak langsung. 

(3) Metode penyuluhan sosiaJ langsung sebagaimana dimaksud pa:da ayat (2) 
QD dilakukan dengan cara bertatap rnuka secara langsung antara penyuluh dan 

yang disuluh. 

• 

(4) Metode penyuluhan sosial tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan penyuluhan sosial yang dilakukan melalui media elektronik, media 
cetak dan media tradisional. 

Pasal 7 

(1) Metode penyuluhan sosial individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 aya.t 
(1) hu ruf a dilakukan melalui tata.p muka antara penyuluh dengan inctividu atau 
_peror.angan yang menjadi sasaran penyuluha n. 

(2) Metode penyuluhan sosial kelompok sebagaimana dirnaksud dala.m Pasal 6 ayat 
(1) huruf b dilakukan secara berkelompok, dirnana kelompok dijadikan sasaran 
dalam proses penyuluhan sosial. 

(3) Metode penyuluhan sosial masal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf c diselenggarakan secara massaJ kepada kelompok masyarakat . 

Paaal 8 

(1) Teknik penyuluhan sosial terdiri atas : 
a. komunikasi; 
b. infonnasi; 
c. motivasi; dan 
d . edukasi. 

(2) Tekhnik penyuluhan sosial komunikasi sebagaimana dimaksud pada a,yat (1) 
h uruf a merupakan upaya penyampaian infomasi penyuluh sosial kepada 
sasaran penyuluhan dengan menggunakan saluran atau media yang dipaa:hami 
kedua belah pihak dan saling memiliki kesamaan makna dari pesan yang 
disa.rnpaikan. 

(3} Teknik penyuluhan sosial inforrnasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) l;iuruf 
b merupayakan upaya komuoikasi berupa pesan atau/ inforrnasi yang 
diberikan dari satu ke orang lain. 
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(4) Teknik penyuluhan sosial infonnasi sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) huntf 
c merupayakan upaya untuk mengarahkan daya dan potensi sasaran 
penyuluhan sosial agar mau berpru-tisipasi aktif dalam mewt.tjudkan tajuan 
yang hendak dicapai. 

(5) Teknik penyuluhan sosial edukasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d 
merupakan upaya untuk meyakinkan sasaran penyuluhan melalui pengajaran, 
penanaman nilai, serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi 
intensif maupun proses pembelajaran yang kondusif. 

BABm 
TAHAPAN PENYULUHAN SOSIAL 

Pasa19 

(1) Tabapan Penyuluban sosial roeliputi: 
a. persiapan; 
b. pelaksanaan; dan 

c. pengendalian. 
(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. pemetaan sosial; 
b. asesmen; dan 
c. penyusunan rencana kerja. 

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a : pengorgani~sian; 
b. pengoordinasian; dan 
c. operasional. 

(4) Tliliapan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tenliri 
atas: 
a. supervisi; 
b. pemantauan 
c. evaluasi; dan 
d . pelaporan. 

Pasal 10 
4' (1) Bentuk media penyuluhan sosial meliputi: 

a. media cetak; 
b. media eletronik; 
c. media peragl;la.Il; dan 
d. media Juar ruang. 

(2) Bentuk 1nedia cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 
koran, majalah sosial , buku bergambar, leaflet atau poster. 

(3) Bentuk media elektronik sebagaimana <l.imaksud pada ayat (1) buruf b t~rdiri 
atas radio, televisi, megatron, ·cyber media seperti interrn;t, sosial media atau 
running text. 

(4) Bentuk media peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 
atas pameran alat peraga tertentu, pertunjukan seni baik tradisional maupuo 
modem/ koi:itemporer atau dongeng. 

(5) Bentuk media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri 
atas baliho atau banner. 
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penyuluhan sosial agar mau berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan 
yang hendak dicapai. 

(5} Teknik penyuluhan sosial edukasi seba.gaimana pada ayat (l} huruf d 
merupakan upaya untuk meyakinkan sasaran penyuluhan melalui pengajaran, 
penanaman nilai, serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi 
intensif maupun proses pembelajaran y:ang kondusif. 

BAB III 
TAHAPAN PENYULUHAN SOSIAL 

Pasal9 

(1) Tahapan Penyuluhan sosial rileliputi: 
a. persiapan; 
b. pelaksanaan; dan 
c. pengendalian. 

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : 
a. pemetaan sosial; 
b. asesmen; dan 
c. penyusunan rencana kerja. 
Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksu d Gi)(3) pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. pengorganisasian; 
b. pengoordinasian; dan 
c. ope.rasional. 

(4) Tahapan p.engendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 
atas: 
a. supervisi; 
b . pemantauan 
c. evaluasi; dan 
d. pelaporan. 

Pasal 10 
(1) Bentuk media penyuluhan sosial melip4ti : 

a. media cetak; 
• b. media eletronik; 

c. media peragaan; dan 
d. media Juar ruang. 

(2) Bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri ata.s 
koran, majalah sosial, buku bergambar, leaflet atau poster. 

(3) Bentuk media elektronik sebagaimana <lirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas radio, televisi, megatron, cyber media seperti internet, sosiaJ media ,atau 
running text. 

(4) Bentuk .media peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 
atas pameran ala.t peraga. t.ertentu, pertunjukan seni baik tradisional maupun 
modem/ kontemporer atau dongeng. 

(5) Bentuk media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri 
atas baliho atau banner. 
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PaAlll 

(1) Materi atau pesan penyuluhan sosial me-rupakan fikiran dan/ atau gagasan 
berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan disampaikan 
pada sasaran penyuluhan. 

(2) Materi atau pesan penyuluhan yang disuluhkan ditentukan berdasarkan 
kebijakan program yang ditetapkan oleh kementerian sosial, hasi evaluasi, peta 
permasalahan sosial, kepentingan Negara dan kebutu:han masyarakat. 

Paaa112 

(1) Setiap pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 
clidahului dengan kegiatan pcnyuluhan :sosial. 

(2) Pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit kerja yang 
membidangi urusan penyuluhan sosial. 

BABIV 

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN SOSIAL 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 13 

Sumber daya penyelenggaraan penyuluhan sosial meliputi: 
a. sumber daya manusia; 
b. sarana dan pi:asarana; dan 
c. sumber pendanaan. 

Bagian Kedua 
Sumber Day.a Manusia 

Pasal 14 

(1) Sumber daya manusia sebagaimana climaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri 
atas: 
a. penyuluh sosial fungsional; 
b. penyuluh sosjal masyarakat. 

(2) Penyuluh sosial fungsional sebagrumana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan ruang lingkup, fugas, 
tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang 
penyelenggaraan Kesejahteran Sosial. 

(3) Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutuf b 
merupakan tokoh masyarakat baik dari tokob a.gama, tokoh adat, tokoh wanita 
dan tokoh pemuda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh 
pejabat yang berwenang bidang Kesejahteraan Sosial pusat maupun daerah 
untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan Kesejahteraan 
Sosial. 

Pasal 15 

(1) Persyaratan untuk menjadi Penyuluh Sosial F'ungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pa.sal 14 ayat (1) huruf a sebagai berikut: 
a. berijazah sarjana S 1 / Diploma IV di bidang Kesejahteraan Sosial; 
b. paling tendah memiliki pangkat peftata muda golongan Illa; 
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. enyuluhan sosial paling singkat 2 
c. memiliki pengalaman dalam kegiatan P 

(dua) tahun; d"d"kan fungsional dan pelatihan penyuluh 
d. telah mengikuti dan !ulus pen 1 I 

social; . . , . . u1 h) tahun; dan 
e. usia paling tinggl 50 (lima p u . . tau elaksanaan pekerjaan dalam 
f. setiap unsur penilaian prestas1kk~JJan apalin: sed.ikit bemilai baik dalam 1 

daILar penilaian pelaksanaan pe eIJaa 

(satu) tahun ter~- . iluh 'al masyarakat sebagaimana dimaksud 
(2) Persyaratan untuk menJad1 penyu . ~0s1 . 

dalam Pasal 14 ayat ( l) huru[ b sebagaa berikut : . . 

(3) • 

il"ki endidikan paling rendah SLTP / sederaJat, . 
a. ::s:a a!:.tara 25 (dua puluh lima) tahun sampai 60 (enam puluh) tah~,. 
b. tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh -~dat, tokoh wan1ta, 
~- memiliki pengaruh terhadap rnasyarakat ten_ipat dom1sili; 

memiliki pengalaman berceramah atau berp1dato; dan . . 
e . • alahan penvandang masalah keseJahteraan s0s1al f. paham mengena1 permas . J • 

serta potensi dan sumber 1<ese1ahteraan sos1al. . . 
Selain persyaratan sebagaimana ctimaksud dalam ayat (1),_ penyuluh s.0s1al 
masyarakat diutamakan berasal dari potensi dan sumber keseJahteraan s0s1al. 

Pasa,l 16 

Penyuluh sosial sebagaimana dimaks.ud dalam pas~ 14 pada ayat (1) dapat 
memperoleh : 
a. Pendidikan; 
b. Pelatih.an; 
c. Promosi; 
d. Tunjangan; dan/ atau 
e. Penghargaan. 

Jlagiao 1{.etiga 
Sarana clan P:rasarana 

Pasall7 

e (1) Sarana dan prasarana penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 huruf b berupa barang atau benda bergerak at:au tidak bergerak yang 
ctimanfaatka.n penyuluhan sosial sebagai alat dalam menunjang kegiatan 
operasional penyuluhan sosial. 

(2) Sarana dan -prasarana penyuluha,n sosial sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) 
yang digunakan untuk me1aksanakan penyuluhan sosial paling sedikit memiliki: 
a . audio visuaJ; 
b. sarana mobi.litas; dan 
c. media penyuluhan. 

Pasal 18 

(1) Audio visual sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a meliput.i 
alatpengeras suara, televisi, video tape, film

1 
dan/ atau media audio. 

(2) Sarana mobilitas sebagaimana ctim.aksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b 
meliputi mobiJ dan/ atau motor penyuJuhan sosial keliling. 

(3) Media penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c 
meliputi media cetak, elektronik dan/ a:tau Juar ruang. ,.._ __ _ 
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Bagian Keempat 
Sumber Penda,aaan 

Paaal 19 

(1) Sumber pendanaan dalam Penyuluhan sosial dapat t 
a. anggaran pendapatan dan belanja Negara; 
b. anggaran dan pendapatan belanja daerah.; dan 
c. sumber lain yang tidak mengikat 

(2) Sumber peudanaan sebagaimana dima.ksud pada. ay: 
huruf c dila.ksanakan sesuai dengan ketentuan c 
undangan. 

BABV 
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELJ 

Pasal 2Q 

(1) Pemantauan penyuluhan sosial dilakukan dengan 
pelaksanaan program penyuluhan sosial yang telah d 

(2) Dinas Sosial Kabupaten Kaur melakukan pemaz 
• penyuluhan sosial yang dilaksanakan di kabupaten. 

Paaal21 

(1) Evaluasi penyuluhan sosial dilakukan untuk r: 
keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan penyult 

(2) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Keja dan Transmigra: 
berkala melakuka:n evaluasi pelaksanaan penyuluhar 
kepada Menteri Sosial Republik Indonesia melalui I 
Sosial Provim,i Bengkulu. 

Pa~22 

(1) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmign 
menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluha 
kabupaten Kaur kepada Bupati Kaur. 

~ (2} Laporan sebagaimana cllinaksud pada. ayat (1) dis 
W tengah tahun dan akhir tahun anggaran. 
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BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.. 
Agar setiap orang men_getahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

l"ELAH OtP:tio•e orrum KE~ ~ s 1JA 
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Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal 19 ff!eJ: 2016 

SEKRETARIS DAERAII 
KABUPAT 

NAIIJDAR MUN I, S.Sos., M .Si 
PEMBINA UTAMA MUDA 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal (8 fl}(,( . 2016 

e NIP. 19690127 199003 1 004 

DERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TABUN 2016 NOMOR .. '/.1.J 
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